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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
Nomor : 523/s7 /KPTS/DPP-PS/1/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KONTRUKSI
PEKERJAAN REHAB UNIT PENGOLAHAN IKAN ( UPI )
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas mutu pengadaan barang/ jasa
yang disediakan penyedia barang dan sesuai dengan spesifikasi yang
telah ditentukan maka dirasa perlu membentuk Tim Teknis Kontruksi
Pekerjaan Rehab Unit Pengolahan lkan ( UPI ) di lingkungan Dinas
Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa untuk menetapkan Tim Teknis Kontruksi di lingkungan Dinas
Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan Pembentukan Daerah
Otonomi  Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi  Sumatera
Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
lisUndang - UndangDrt. Nomor. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) joUndang - UndangNomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1643);

2. Undang - undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok — Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang — undang nomor 8 tahun
1974 tentang pokok — pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400)



hun 2004 tentang pemerintah daerah

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Perubahan Kedua Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Undang-undang Nomor. 32 Ta

10. Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kKali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa

pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

13. Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Perikanan ;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor2Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022 ;

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/026/Kpts/BPT-PS/2022
tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022 ;

16. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir
Selatan Nomoui : 800/02/Kpts/DPP-PS/2022, tanggal 3 Januari 2022
tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022.




AMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PANGAN KABU

PATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 523/ 02  [Kpts/DPP-PS/1/2022

TANGGAL 32 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KONTRUKS! PEKERJAAN REHAB UNIT PENGOLAHAN IKAN ( UPI )
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pembentukan Tim Teknis Kontruksi Pekerjaan Rehab Unit Pengolahan Ikan ( UPI ) Tahun Anggaran
2022

\ No \ Nama / NIP 1 Jabatan Ket
Pangkat/ Gol
1. | NINDY NAHWIYAH, S.T

Staf Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum

NIP. 19971107 202012 2 017 dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

2. | LUKMAN

Staf Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan
NIP. 19681017 200801 1 009

dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

3. | PINTO HAPRIALDY
NiP. 19830429 201001 1 007

Staf Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas
Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
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